
 
 

 
BUPATI TABANAN 

PROVINSI BALI 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN 

      NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 

TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TABANAN, 

Menimbang : 

 

 

 

bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah 

tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini 

sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pengangkatan dan  Pemberhentian 

Perangkat Desa ; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia  Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam 

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah   (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

 



  

6. Peraturan  Pemerintah   Nomor  43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 
dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5717); 

7. Peraturan  Pemerintah    Nomor   60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5694); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 
2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian 
Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 20126 Nomor 5); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN 

dan 

BUPATI TABANAN 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 
TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

PERANGKAT DESA. 

 

                   Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan 

Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 6) diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 
 



  

1. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 2 dihapus 
sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 2 

 
(1) Perangkat Desa diangkat oleh Perbekel dari 

warga Desa yang telah memenuhi persyaratan 

umum dan khusus. 
(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah sebagai berikut; 

a. berpendidikan paling rendah sekolah 
menengah umum atau yang sederajat; 

b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 
dengan 42 (empat puluh dua) tahun; 

c. dihapus 

d. memenuhi kelengkapan persyaratan 
administrasi 

 
 

2. Ketentuan huruf a Pasal 3 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 3 

 
Kelengkapan persyaratan administrasi 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf 
d, antara lain terdiri atas : 
a. Kartu Tanda Penduduk ;  

b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan 
di atas kertas bermaterai; 

c. Surat Pernyataan memegang teguh dan 
mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
mempertahankan dan memelihara keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang 
bersangkutan diatas kertas segel atau 

bermaterai cukup; 
d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai 

dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh 

pejabat berwenang atau surat pernyataan dari 
pejabat yang berwenang; 

e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal 

Lahir; 
f. Surat Keterangan berbadan sehat dari  

Puskesmas atau aparat kesehatan yang 
berwenang; dan 

g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang 

dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas 
segel atau bermaterai cukup. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



  

Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan. 
 

 
 

Ditetapkan di Tabanan 
pada tanggal  30 Mei 2017 

       

        BUPATI TABANAN, 
 

 
 

     NI PUTU EKA WIRYASTUTI 

 

 
 

 
 
Diundangkan di Tabanan 

pada tanggal  30 Mei 2017 

     SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
TABANAN, 

 

 
 

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN  2017 NOMOR 4 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI : 
( 4, 12/2017 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN 

NOMOR 4 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 

TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  

 

I. UMUM  
 

      bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah tidak sesuai dengan 

perkembangan hukum saat ini sehingga perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 
6 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan  Pemberhentian Perangkat 

Desa ; 
      

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal I 

  Cukup jelas. 
Pasal II  
 Cukup jelas. 

 
            

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


